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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan tentang Keterbukaan
Informasi Publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo ini. Laporan
ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan
informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo,
termasuk profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kinerja
layanan informasi publik, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta upaya
peningkatan kualitas layanan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan
komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Probolinggo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik
yang efektif dan efisien. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan
dan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa
mendatang.

Probolinggo, 24 Januari 2025
PPID Pelaksana

dr. Acub Zaenal Amoe, MPH
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum
Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
yang mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan,
mendokumentasikan, dan memberikan informasi publik kepada masyarakat.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang
menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan informasi publik secara transparan,
akuntabel, dan berkualitas.

Dengan berlandaskan pada peraturan tersebut, Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Probolinggo wajib dalam menyusun Laporan Tahunan Layanan
Informasi Publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam pengelolaan informasi publik.

1.2. Maksud dan Tujuan
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik pada Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Probolinggo ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai
berikut:

1. Meningkatkan Transparansi: Memberikan gambaran mengenai kinerja layanan
informasi publik pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
selama satu tahun.

2. Meningkatkan Akuntabilitas: Menjadi alat evaluasi dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

3. Mendorong Partisipasi Publik: Memberikan informasi yang akurat dan terbuka
kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.
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BAB II
PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2.1. Struktur Organisasi PPID
Struktur organisasi PPID di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I

Probolinggo sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Probolinggo Nomor : KM.05.02/C.IX.13/0111/2024 Tanggal : 19 Januari 2024, antara
lain :
1. Penanggung Jawab : dr. Acub Zaenal Amoe, MPH
2. Ketua : Pipin Arisandi, S.T, M.Kes
3. Bidang Teknis : 1. Jumali, ST, M.KL

2. Fauzi Mansur, ST, MPH
3. dr. Sholikah, M.Epid

4. Bidang Penyedia Dokumen : 1. dr. Taisiril Muroddah
2.Deny Hermawan
3. Yusuf Budi Maryanto, SKM
4. Inta Hestya
5. Ashar Rifai, A.Md.Kep.
6. Nur Cholis, A.Md.Kep. .

5. Petugas Dokumentasi : 1. Lutfiyanto Kurniawan
2. Handy Bayu Prastyo

6. Petugas Pengaduan : 1. Muchamad Abriyanto
2. Hasrini Indrias Tutik

7. Petugas Penyelesaian Sengketa : Bahriyanto

2.2. Tugas dan Fungsi PPID
PPID pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo memiliki

tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan pengolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
3. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori

dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta

alasannya berdasarkan dari masukan bidang teknis/penyediaan data;
5. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja

di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
6. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik, baik melalui

pengumuman maupun permohonan informasi publik;
8. Membuat dan menyampaikan alasan tertulis pengecualian informasi publik

secara tegas dan jelas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
9. Mengkoordinasikan pelayanan permohonan keberatan dan / banding atas

eberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
10. Bidang penyediaan data bertugas menyiapkan data dan instrumen terkait

lainnya;
11. Bidang penyiapan dokumen petugas menyiapkan dokumen dan instrument

terkait lainnya yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik;
12. Petugas dokumentasi menjalankan tugas sesuai instruktur ketua dan/ atau

instruktur bidang penyiapan dokumen;
13. Petugas meja informasi, petugas pengaduan dan petugas penyelesaian

sengketa menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;
14. Penyelenggaraan pelayanan bertanggungjawab langsung kepada ketua.
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BAB III
KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jenis Informasi yang Disediakan
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
a. Informasi tentang profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalam lingkup Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Probolinggo berupa narasi tentang realisasi kegiatan telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, seperti Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

d. Ringkasan laporan keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Probolinggo yang sudah diaudit;

e. Ringkasan informasi spesifik tentang laporan program atau kegiatan yang
berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak:

f. Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk
diumumkan kepada publik secara berkala;

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata
cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi
publik;

h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait;

i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo; dan

j. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi

yang apabila tidak segera diumumkan akan mengancam hajat hidup orang
banyak dan mengganggu ketertiban umum, dan harus diumumkan pada saat
diperlukan tanpa penundaan.
a. Epidemi dan pandemi penyakit, sekaligus obat yang dibutuhkan untuk

menangkalnya;
b. Penanganan kesehatan dalam situasi krisis/bencana alam, kegagalan

teknologi dan bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung
meletus dan tanah longsor;

c. Kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya, seperti asap beracun dalam
kebakaran hutan;

d. Keracunan obat dan makanan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT);

e. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang
berpotensi

f. Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah; dan
g. Informasi lain yang sifat urgensinya akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
a. Daftar Informasi Publik yang berada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas

I Probolinggo, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja);
c. Syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan;
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d. Informasi atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan serta surat edaran
yang telah diterbitkan, antara lain naskah akademis, risalah rapat, dan
proses/tahapan perumusan;

e. Data perbendaharaan atau inventaris yang sudah diaudit;
f. Informasi atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berikut dokumen

pendukungnya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
g. Sambutan Kepala Balai atau pejabat yang mewakilinya;
h. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam

pengawasan internal serta laporan tindak lanjut;
i. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh

masyarakat;
j. Daftar penelitian yang dilakukan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I

Probolinggo;
k. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan

yang terbuka untuk umum;
l. Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Probolinggo, antara lain organisasi dan tata kerja, alokasi
anggaran secara umum dan per program, dan data statistik yang dibuat dan
dikelola.

m. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik.

3.2. Daftar Informasi Dikecualikan
a. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat rahasia, tidak

dapat diumumkan atau diberikan kepada Pemohon.
b. PPID Utama dalam menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan,

dilakukan melalui Pengklasifikasian dan didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi.

c. Pengklasifikasian dan penentuan jangka waktu informasi yang dikecualiakan
dilaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Informasi yang dikecualikan wajib disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh
PPID.

e. PPID menyimpan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

3.3. Statistik Permohonan Informasi
Berikut adalah statistik permohonan informasi publik yang diterima, dipenuhi,

dan ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo selama tahun 2024:

NO Periode Jumlah
1 Triwulan I 3
2 Triwulan II 9
3 Triwulan III 3
4 Triwulan IV 1

Total 16
Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima
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NO Periode Jumlah
1 Triwulan I 3
2 Triwulan II 9
3 Triwulan III 3
4 Triwulan IV 1

Total 16
Tabel 3.2 Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi

NO Periode Jumlah Alasan Penolakan
1 Triwulan I 0
2 Triwulan II 0
3 Triwulan III 0
4 Triwulan IV 1 1. Pemohon tidak memberikan identitas KTP

2. Pemohon tidak memberikan surat resmi dari
instansi pemohon.

3. Tidak adanya feedback setelah dihubungi oleh
tim PPID BKK Probolinggo

Tabel 3.3 Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak

3.4. Waktu Tanggapan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, PPID wajib memberikan tanggapan atas permohonan
informasi publik dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Berikut adalah laporan waktu tanggapan yang diberikan oleh PPID BKK Kelas I
Probolinggo selama tahun 2024:

1. Rata-Rata Waktu Tanggapan:
a. Rata-rata waktu tanggapan yang diberikan oleh PPID Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Probolinggo adalah 10 hari kerja.

Capaian ini menunjukkan bahwa PPID BKK Kelas I Probol telah berupaya
memenuhi standar waktu tanggapan yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

2. Distribusi Waktu Tanggapan:
a. Permohonan informasi yang ditanggapi dalam waktu ≤ 5 hari kerja: 8

permohonan.
b. Permohonan informasi yang ditanggapi dalam waktu 6-10 hari kerja: 4

permohonan.
c. Permohonan informasi yang ditanggapi melebihi 10 hari kerja: 4 permohonan

3. Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tanggapan:
a. Koordinasi Antar Tim Kerja: Permohonan informasi yang memerlukan

koordinasi dengan Tim Kerja di BKK Kelas I Probolinggo membutuhkan
waktu tambahan.

b. Ketersediaan Data: Permohonan informasi yang memerlukan pengumpulan
data dari sumber eksternal atau arsip lama membutuhkan waktu lebih lama
untuk diproses.

4. Upaya Perbaikan:
a. Optimalisasi Proses: PPID BKK Kelas I Probolinggo terus berupaya

meningkatkan efisiensi proses penanganan permohonan informasi dengan
memanfaatkan sistem informasi terintegrasi.



6

b. Pelatihan SDM: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan dan workshop untuk mempercepat proses verifikasi dan
penyediaan informasi.

c. Sosialisasi Prosedur: Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara
mengajukan permohonan informasi yang jelas dan lengkap untuk
mempermudah proses penanganan.

3.5. Media Penyebaran Informasi
PPID BKK Kelas I Probolinggo menggunakan media online untuk

menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Media penyebaran
informasi ini dipilih untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara
mudah, cepat, dan luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah
laporan media penyebaran informasi yang digunakan selama tahun 2024:

1. Website Resmi:
Informasi publik disebarkan melalui website resmi BKK Kelas I

Probolinggo pada balaikarkesprobolinggo.com. Website ini menyediakan
berbagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta informasi
yang wajib tersedia setiap saat.

2. Media Sosial:
BKK Kelas I Probolinggo aktif menggunakan media sosial Instagram

untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media sosial digunakan
untuk memberikan update terkini, pengumuman, dan informasi penting
lainnya.

3. Media Lainnya:
Selain website dan media sosial, informasi publik juga disebarkan melalui

media lainnya seperti brosur, pamflet, dan buletin.
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BAB IV
KENDALA DAN TANTANGAN

4.1. Kendala Internal
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: kurangnya pelatihan khusus dalam
pengelolaan informasi publik pada petugas PPID.

b. Keterbatasan Infrastruktur: Belum adanya ruang pelayanan PPID bagi
pemohon yang datang secara langsung.

4.2. Kendala Eksternal
a. Permohonan Informasi yang Tidak Jelas: Permohonan informasi yang tidak
lengkap atau tidak memenuhi syarat administrasi dapat memperlambat
proses tanggapan.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh informasi publik dapat
mengurangi partisipasi dan permintaan informasi.
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BAB V
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

PPID Kelas I Probolinggo terus berupaya meningkatkan kualitas layanan
informasi publik melalui berbagai program dan inisiatif. Upaya ini dilakukan untuk
memastikan bahwa layanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut upaya peningkatan kualitas
layanan yang telah dilakukan selama tahun 2024:

5.1. Pelatihan dan Sosialisasi
a. Pelatihan PPID: Untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam

pengelolaan informasi publik, BKK Kelas I Probolinggo telah mengikuti zoom
meeting yang membahas terkait PPID yang diselenggarakan oleh
Kementerian Kesehatan. Pada zoom meeting dibahas juga tentang
monitoring dan evaluasi UPT Kementerian Kesehatan.

b. Sosialisasi kepada Masyarakat: BKK Kelas I Probolinggo telah menyediakan
menu PPID pada halaman website yang dapat memudahkan masyarakat
dalam memperoleh informasi publik harapannya serta meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik.

5.2. Peningkatan Infrastruktur
a. Pengembangan Sistem Informasi dan Database: Untuk mendukung

pengelolaan informasi publik yang lebih efisien, Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Probolinggo telah menyediakan sistem informasi dan
database yang terintegrasi. Bentuk penerapannya salah satunya yakni
kemudahan dalam penyimpanan surat secara elektronik terkait permohonan
izin pengambilan data skripsi/magang dan surat izin persetujuan permohonan
data.

b. Peningkatan Keamanan Data dan Informasi: Dalam rangka melindungi data
dan informasi publik dari ancaman keamanan, BKK Kelas I Probolinggo juga
melakukan peningkatan infrastruktur keamanan. Langkah-langkah yang
diambil meliputi penerapan teknologi enkripsi dan pembaruan perangkat
lunak keamanan.
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PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Selama tahun 2024, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo

telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan keterbukaan
informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan informasi publik, termasuk telah mengikuti zoom meeting
dan melaksanakan monitorng dan evaluasi, serta peningkatan infrastruktur
teknologi informasi. Meskipun terdapat beberapa kendala internal dan eksternal,
kinerja layanan informasi publik secara keseluruhan menunjukkan hasil yang
positif.

4.2 Rekomendasi
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Mengadakan program

pelatihan bagi petugas PPID sebagai upaya meningkatkan kompetensi dalam
pengelolaan informasi publik.

2. Sosialisasi yang Lebih Intensif: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
tentang hak mereka untuk memperoleh informasi publik, serta cara
mengajukan permohonan informasi.

3. Peningkatan Koordinasi Antar Tim Kerja: Meningkatkan koordinasi antar tim
kerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo untuk
mempercepat proses tanggapan terhadap permohonan informasi.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi dan monitoring berkala
terhadap kinerja layanan informasi publik untuk mengidentifikasi area yang
perlu diperbaiki dan memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan.
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Lampiran

1. Registrasi Permohonan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2024
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2. Registrasi Permohonan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2024
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3. Registrasi Permohonan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2024
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4. Registrasi Permohonan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024
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5. SK PPID
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6. SK KIP
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7. MAKLUMAT PELAYANAN

8. FASILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK


